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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

1. Kedudukan ketetatapn MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan 

menimbulkan implikasi yang sangat besar, sebab dari segi penamaan, 

ketetapan berarti sifatnya konkrit individual, oleh sebab itu tidak cocok 

dimasukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan, disamping itu, 

kedudukan TAP MPR tidaklah sesuai dengan semangat reformasi. Jikalau ada 

norma TAP MPR yang masih dianggap perlu, maka sebaiknya diakomodir 

dalam UU khusus misalnya UU tentang larangan ajaran Komunis dst. 

2. Political riview terhadap TAP MPR pernah dilakukan oleh MPR di tahun 

2003, akan tetapi yang dilakukan pada saat itu adalah peninjauan bukanlah 

pengujian. Hal ini tentu berbeda, jika pengujian, maka proses yang dilakukan 

adalah menguji norma hukum dengan “batu uji” produk hukum yang lebih 

tinggi, sementara peninjauan berarti proses yang dilakukan dengan 

menggunakan batu uji politik. Hal itu yang dilakukan pada tahun 2003, bahwa 

political riview yang dilakukan oleh MPR adalah melakukan peninjaun TAP 

MPR yang sudah tidak diberlakukan lagi karena sifatnya yang einmalig 

(hanya berlaku sekali), dan TAP MPR mana yang masih terus diberlakukan. 

Selain itu, jika Indonesia ingin konsisten dengan konsep check and balances 

sebagai sebuah konsep yang diletakkan sebagai dasar pada substansi 

perubahan UUD 1945 di tahun 1999-2002, maka seharusnya pengujian norma 

TAP MPR diserahkan dan dilakukan oleh lembaga yudisial yaitu Mahkamah 
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Konstitusi, sebab, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution 

(pelindung UUD).  

1.2 Saran  

1. Pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam tentang eksistensi Pasal 7 

Ayat 1 yang memasukan kembali TAP MPR dalam hirarki peraturan 

perundang-undangan, sebab memiliki implikasi hukum bahwa terdapat 

kekosongan hukum tentang lembaga mana yang memiliki kewenangan hukum 

tentang pengujian TAP MPR. Implikasi lainnya adalah tentang kedudukan 

TAP MPR yang letaknya berada di bawah UUD dan di atas UU, hal ini dapat 

menjadikan bahwa TAP MPR akan menjadi acuan bagi pembentukan 

peraturan di bawahnya.  

2. Pemerintah perlu merevisi kembali UU No. 12 Tahun 2011 dan 

mengembalikan kembali tata urutan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 Ayat 1 UU No. 10 Tahun 2004 yang 

tidak memasukan TAP MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan. 

Kalaupun masih terdapat ketetapan MPR yang berlaku seperti Ketetapan MPR 

tentang larangan ajaran komunisme, maka norma yang terdapat dalam 

ketetapan MPR tersebut diatur kedalam UU, sehingga TAP MPR tidak perlu 

lagi dijadikan sebagai salah satu produk hukum yang masuk dalam hirarki 

peraturan perundang-undangan. 
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